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Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan orang lain dalam keberlangsungan hidupnya, Manusia
tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain, Di antaranya adalah suami atau istri yang berperan sebagaipasangan
hidup, Laki-laki dan perempuan yang ingin hidup bersama memerlukan ikatan yang disebut perkawinan. pernikahan adalah
peristiwa hukum yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, Dalam menjalani kehidupan rumah
tangga tidak semua keadaan berjalan dengan mulus, perjuangan panjang yang seakan tiada berujung harus terus dijalani,
disertai pengorbanan tanpa batas yang menjadi bagian dari lika-liku kehidupan rumah tangga.

Akan tetapi dalam praktiknya banyak sekali rumah tangga yang tidak mampu bertahan dan berakhir dengan
perceraian. Fakta ini didukung dengan seiring bertambahnya angka perceraian di Indonesia, pada periode 2020–2022
menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 291.677 kasus, meningkat menjadi 447.743
kasus pada tahun 2021, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 516.334 kasus perceraian. Melihat fenomena
tersebut negara melalui Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Sebagai upaya untuk menekan angka
perceraian, melalui kamar agama surat edaran ini menetapkan persyaratan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan
apabila suami dan istri telah berpisah rumah selama enam bulan kecuali ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT)

Hanya saja surat edaran ini melahirkan berbagai polemik baru, misalnya Ketentuan ini dinilai bertentangan dengan
Sighat Taklik yang memberikan hak kepada istri untuk menggugat cerai apabila suami tidak memberikan nafkah selama tiga
bulan , Makna KDRT yang masih masih ambigu, dan juga bertentangan dengan beberapa prinsip keadilan, dalam
implementasinya terdapat perbedaan bagi pihak yang ingin mengajukan perceraian tetapi bukan karena kekerasan dalam
rumah tangga secara fisik melainkan karena kekerasan psikis seperti perselingkuhan, penghianatan dan tidak dinafkahi, hal
tersebut juga menimbulkan penderitaan serius. Fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa setelah SEMA No. 3 Tahun 2023
diterapkan angka perceraian di Indonesia masih sangat tinggi, karena Penulis menemukan bahwa masih banyak celah hukum
yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab..
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Kedudukan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam proses peradilan

di Indonesia?

2. Ketentuan pisah selama enam bulan sebagai syarat

perceraian dalam kaitannya dengan prinsip keadilan?
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Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode yuridis normatif
dengan (Conceptual Approach), dan melalui pendekatan peraturan
perundang-undangan (Statute Approach). Bahan hukum primer yang dikaji
adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, PP No.9 tahun 1975 tentang perkawinan, SEMA No. 3 Tahun 2023
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Herzien
Inlandsch Reglement (HIR) dan Bahan hukum sekunder seperti literatur, artikel
jurnal, buku hukum yang relevan, guna memperkuat argumentasi dalam
melakukan penafsiran sistematik terhadap ketentuan hukum yang dikaji dan
analisa deduktif digunakan dalam melakukan kajian penelitian ini.
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Hasil

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan peraturan kebijakan
yang menjadi pedoman internal bagi hakim dalam memutus
perkara perceraian dan memiliki pengaruh yang kuat dalam
praktik peradilan. Meskipun bertujuan menekan angka perceraian
melalui syarat pisah enam bulan, ketentuan tersebut belum
sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan karena masih menyulitkan
korban KDRT psikis dalam pembuktian dan berpotensi
memperpanjang penderitaan korban. Oleh karena itu, hakim
perlu mengutamakan keadilan substantif dengan
mempertimbangkan kondisi nyata para pihak, sehingga putusan
tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga
perlindungan dan keadilan.
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Pembahasan
A.  Kedudukan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam proses peradilan di Indonesia

• Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (rechtstaat), dari segi bentuk negara dan sistem
pengelolaan pemerintahannya, Indonesia merupakan negara kesatuan yang mengimplementasikan desentralisasi.
menurut Hans Kelsen, pada hakikatnya negara adalah Zwangsordnung suatu tertib hukum dan masyarakat yang
sifatnya memaksa, mengikat, dan menimbulkan kewajiban tunduk. Tertib hukum bertransformasi menjadi bentuk
peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi jika dilanggar, sehingga membatasi ruang gerak masyarakat
yang merupakan nilai dasar suatu negara.

• sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan
PerundangUndangan[15] urutannya adalah:
1. UUD RI 1945
2. TAP MPR
3. UU atau PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Perda Provinsi
7. Perda Kabupaten/Kota 

• Selanjutnya di pasal 8 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa selain peraturan perundang-undangan yang dimaksud di 
pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lain-lainnya, peraturan tersebut diakui
dan berkekuatan hukum yang mengikat sepanjang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
atau dibentuk atas dasar kewenangan.
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Pembahasan
SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan edaran dari pimpinan Mahkamah Agung

untuk semua jajaran Peradilan yang memuat panduan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih
bersifat administratif. Dari segi penamaannya “Surat Edaran” menurut Prof. jimmly Asshidiqie dikategorikan
dalam aturan kebijakan quasi legislation. Maka dari itu jika dilihat dari segi penamaannya dengan
mengacuh dasar hukum keabsahan setiap Surat Edaran, maka dapat disimpulkan bahwa SEMA adalah
peraturan kebijakan. Dilihat dari obyek norma, SEMA ditujukan kepada jajaran atau petugas pengadilan
seperti ketua pengadilan, Hakim, Panitera dan pejabat pengadilan lainnya, yang artinya surat edaran ini
mengatur kedalaman internal.

Hakim merupakan perwujudan sebuah keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum bagi masyarakat
luas dalam melaksanakan tugasnya, Hakim tidak hanya menggunakan kecakapan intelektualnya, tapi
dengan standar etika dan integritas moral yang tinggi. Hakim juga harus mempertimbangkan banyak aspek,
antara lain fakta hukum, bukti dan kepentingan para pihak, proses ini dinamakan legal reasoning meliputi
analisis logis dan sistematis guna memastikan setiap putusan harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum,
tidak hanya berpacu pada peraturan hukum. Selain itu pertimbangan lainnya meliputi case law, common
law dan penafsiran historis, teologis dan tekstual guna memastikan sebuah putusan memiliki dasar yang
kuat. Legal reasoning harus dimiliki semua Hakim karena terkadang ditemukan sebuah kekosongan atau
kekaburan hukum ketika dihadapkan sebuah kasus, tidak adanya peraturan
perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan merupakan hal yang wajar karena keadilan tidak
selalu identic dengan peraturan, melainkan memiliki makna yang lebih luas.
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Pembahasan
B. Ketentuan pisah selama enam bulan sebagai syarat

perceraian dalam kaitannya dengan prinsip keadilan

• Di Indonesia putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal
38 menetapkan bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.
Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jenis putusnya perkawinan masuk kedalam tiga kategori,
putusnya perkawinan karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan

• Banyaknya angka perceraian di Indonesia dibuktikan pada tahun 2020-2022, menunjukkan bahwa sebanyak
291.677 kasus pada 2020, dilanjutkan 447.743 kasus pada 2021 dan 516.334 kasus pada 2022. [3] bentuk upaya untuk
mengurangi peningkatan angka perceraian adalah dengan memastikan bahwa perceraian tidaklah keputusan yang
diambil secara terburu-buru, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No.3 Tahun 2023.
Pada poin C rumusan hukum Kamar Agama No.1 menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan
telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat

KDRT”
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Pembahasan
Berikut beberapa konsep atau teori keadilan yang akan menjadi dasar pembahasan sub 
bab dua ini:

1. Keadilan menurut sila ke 5 pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”, yang
artinya keadilan harus diterapkan dan dirasakan masyarakat luas baik dari aspek
formil atau materil.

2. Keadilan menurut John Rawls adalah kesetaraan (fairness), rasionalitas dan 
kebebasan, keadilan harus
dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali

3. Keadilan menurut Aristoteles adalah memperlakukan individu atau kelompok sesuai
dengan hak dan
tanggung jawabnya

4. Keadilan subtantif juga perlu diperhatikan karena keadilan bukan hanya sebatas 
pada teks peraturan,
melainkan sesuatu yang ada dalam batin manusia
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Temuan Penting Penelitian

SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan pedoman internal bagi
hakim yang memiliki pengaruh kuat dalam praktik peradilan,
meskipun bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-
undangan. Selain itu, ketentuan pisah enam bulan sebagai syarat
perceraian dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan
karena masih menyulitkan korban KDRT psikis dalam pembuktian.
Oleh karena itu, hakim perlu mengutamakan keadilan substantif
dengan mempertimbangkan kondisi nyata para pihak agar
putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga
keadilan.
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Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum
mengenai kedudukan SEMA No. 3 Tahun 2023 dan penerapan
prinsip keadilan dalam perkara perceraian, serta menjadi bahan
pertimbangan bagi hakim dan evaluasi bagi Mahkamah Agung
agar penerapan ketentuan pisah enam bulan dapat memberikan
perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan yang lebih
baik bagi para pihak.
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